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lupafi Dukung Proses

Hukum Kades

3 DOKUMEMSTCMEWA
'DITAHAN : Kades dan Bendahara di Kapuas Hulu yang ditahan

PUTUSSIBAU - Bupati

yang melakukan penyalah-

Desa menjadi tanggung-
jawab dirinya sendiri,” kata

;Kejari pyas Hulu diduga penyalahgunaan dana desa. -
5 ¢
T gunaan atau penyelewengan |
- Dugaan dana.desa baru-baru ini. !
“Masalah Kades Lubuk |
Pegly_elewengan Pengail yang ditahan Jaksa |
Dana Desa terkait dugaan Tipikor Dana |

Bupati saat ditemui, Selasa

Kapuas Hulu Fransiskus Di-  (22/7).

aan menyikapi ditahannya Bupati menegaskan, apa |

Bendahara dan Kepala Desa  pun yang diperbuat oleh |
* Lubuk Pengail yakni AP dan  Kades, sekretaris maupun

DM oleh Kejari Kapuas Hulu ~ bendahara dalam melakukan

(7negara yakni penyalaﬁgu— ;

mémndaié‘i)ara Ka;ies yang

tindakan merugikan uang

S R

Putus31bau oleh Ke;aksaah

naan dana desa, maka harus  melakukan penyalahgunaan Negeri Kapuas Hulu. Ked-
bertanggungjawab atas apa DD dan ADD. uanya diduga melakukan tin-
yang dilakukannya. “Ketika kepala desa dan dakan pidana korupsi Dana
“Bagisaya,siapapunKades perangkatnya ketika diminta Desa dan BUMDes.
yangmelakukan penyalahgu-  klarifikasi ada temuan dan Penahanan terhadap mer-
naan dalam pengelolaan tidak bisa mengembalikan, eka berdua ini dilakukan
-danadesa, untukaparatpen- harusdilakukan penindakan setelah yang bersangkutan
egak hukum jangan tebang hukum,” ucapnya. ditetapkan sebagai tersangka
pilih,” ujar Bupati. Sebelumnya Kepala Desa  kasus dugaan penyalahgu-
Orang nomor satu di Ka- Lubuk Pengail Kecamatan naan Dana Desa dan dan
bupaten Kapuas.Hulu ini Suhaid Kapuas Hulu AP ber-  penyertaan modal BUMDes
tentunya mendukung upaya sama bendaharanya DM Lubuk Pengail dari tahun
dari penegak hukum dalam_ dijebloskanke PenjaraRutan 2018 hingga 2021. (fik)
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